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1

Meningkatkan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah

Predikat SAKIP 

I

1

Jumlah laporan capaian kierja SKP 

dan laporan hasil Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3 3 3 3 1,1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
12 Laporan 2.800.000          

2

Jumlah orang yang menerima gaji dan 

tunjangan  ASN 
19 19 19 19 2,1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 19 orang 1.800.000.000   

Jumlah dokumen hasil penyediaan 

administrasi pelaksana tugas ASN
3 3 3 3 2,2 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 12 dokumen 12.000.000        

3

Jumlah Paket  komponen instalasi listrik/ 

penerangan bangunan kantor yang 

diadakan

7 3,1
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan 

bangunan kantor
7 Paket 3.000.000          

Jumlah paket  peralatan dan 

perlengkapan kantor yang diadakan
2 3,2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2 paket 30.000.000        

Jumlah paket  bahan logistik kantor yang 

disediakan 
3 3 3 3 3,3 Penyediaan bahan logistik kantor 12 Paket 39.937.000        

Jumlah paket  barang cetakan dan 

penggandaan yang disediakan 
3 3 3 3 3,4 Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan 12 paket 2.875.000          

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/ KOTA

Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat 

daerah

Administrasi keuangan perangkat daerah

Administrasi umum perangkat daerah

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

KECAMATAN BOGOREJO

TAHUN 2024

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA

JADWAL 

PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
OUTPUT/ 

KELUARAN
ANGGARAN



Jumlah dokumen  bahan bacaan dan 

peraturan perundang-undangan yang 

disediakan 

3 3 6 3,5
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan
12 dokumen 2.400.000          

Jumlah laporan penyelenggaraan rapat 

koordinasi dan konsultasi SKPD 
3 3 3 3 3,6 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 12 laporan 60.000.000        

4

Jumlah laporan penyediaan  jasa surat 

menyurat
6 2 4 4,1 Penyediaan jasa surat menyurat 12 Laporan 3.000.000          

Jumlah laporan penyediaan jasa 

komunikasi, sumber daya air dan listrik 

yang disediakan 

3 3 3 3 4,2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Laporan 34.800.000        

Jumlah laporan penyediaan 

pemenuhan jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor yang disediakan 

7 5 4,3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12 Laporan 2.600.000          

Jumlah laporan penyediaan jasa 

pelayanan umum kantor yang 

disediakan 

3 3 3 3 4,4 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 12 Laporan 94.428.000        

5

Jumlah kendaraan dinas lapangan 

yang terpelihara dan terbayarkan pajak 

kendaraan

3 3 3 4 5,1

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, 

pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau 

lapangan

13 unit 33.120.000        

Jumlah gedung kantor dan bangunan 

lainnya yang terpelihara
1 5,2

pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangungan 

lainnya
1 unit 100.000.000      

2

Meningkatkan penerapan 

standart pelayanan dan 

kepuasan masyarakat pada 

kecamatan

Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) 

di kecamatan

II

Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan 

pemerintahan daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK



1

Jumlah laporan Koordinasi/ sinergi 

perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan pemerintahan dengan 

perangkat daerah dan instansi vertikal 

terkait

1 1,1

Koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan 

instansi vertikal terkait

1 laporan 15.280.000        

2

Jumlah dokumen  non usaha yang 

telah disediakan 
2 2 1 2,1

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan 

pelayanan perizinan non usaha
5 dokumen 8.870.000          

Prosentase penerimaan pelunasan 

pajak bumi dan bangunan
1 1 1 1 2,2

Jumlah laporan Pelaksanaan  kewenangan lain yang 

dilimpahkan
4 laporan 10.190.000        

III

1

Jumlah dokumen sinkronisasi program 

kerja dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat yang dilakukan oleh 

pemerintah dan swasta di wilayah 

kerja kecamatan

2 1 2 1 1,1

sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta 

di wilayah kerja kecamatan

6 Dokumen 48.600.000        

Jumlah laporan Peningkatan efektifitas 

kegiatan pemberdayaan masyarakat di 

wilayah kecamatan

1 1 1 1 1,2
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan 

masyarakat di wilayah kecamatan
4 laporan 29.840.000        

IV

1

Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, 

koordinasi dan pembinaan (bimtek, 

sosialisasi, konsultasi) wawasan 

kebangsaan dan ketahanan nasional

15 15 15 15 1,1

Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, 

konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan 

nasional

60 orang 50.830.000        

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 

UMUM

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai 

penugasan kepala daerah

Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa

Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 

tingkat kecamatan

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan 

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN



VI

1

Jumlah dokumen yang di Fasilitasi 

dalam rangka pengelolaan keuangan 

desa dan pendayagunaan aset desa

3 4 3 4 1,1
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan 

pendayagunaan aset desa
14 dokumen 7.450.000          

VI

1

Jumlah laporan hasil Sinergi dengan 

kepolisian negara republik indonesia, 

tentara nasional indonesia dan instansi 

vertikal di wilayah kecamatan

1 1 1,1

Sinergi dengan kepolisian negara republik indonesia, 

tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di 

wilayah kecamatan

2 laporan 7.980.000          

2.400.000.000   

Bogorejo,   15 Januari 2024

CAMAT BOGOREJO

RUSWANTO, ST

NIP. 19800801 200501 1 015 

JUMLAH

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 

Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Fasilitasi, rekomendasi, koordinasi pembinaan dan 

pengawasan pemerintahan desa


